IKK Output

1.3.8.2 Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi
perda

1. Tersusunnya naskah akademik (30%)
2. Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%)

Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian
Perindustrian (25%)

4. Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%)

5. Penetapan Perda RPIP (10%)
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1. PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tercantum tujuan negara yang salah satunya adalah
memajukan kesejahteraan umum. Dleh karena itu sebagai upaya
memenuhi tujuan negara tersebut maka pembangunan nasional harus dapat
memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Nepara Repubiik
Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang

diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional haruslah berjalan paralel dan ditopang oleh
pembantgunan daerah, Kemajuan ekonomi daerah-daerah di Indonesia yang
terjadi secara simultan dengan kemajuan ekonomi nasional dan merata
diseluruh daerah akan mengurangi terjadinya kesenjangan ekonomi antara
daerah. Hal ini penting mengingat terjadinya kesenjangan ekenemi yang
tinggi dapat menimbulkan terjadinya gesekanr bahkan konflik di tengah
masyarakat, Oleh karena itu pembangunan yang melahirkan kemajuan
ekonomi saja tentulah tidak cukup, tapi juga harus berorientasi pada upaya
pencapaian sila ke-5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merupakan salah satu provinsi
yang relatif baru di wilayah Sumatera yang merupakan hasil pemekaran
wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bangka Belitung adalah
sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulan utama, yaitu Pulau Bangka dan
Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongkok,
Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik. Total pulau yang telah bernama
berjumlak 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Total luas
provinsi Bangka Belitung 18.725,14 km? dengan 79,99 persenterdiri dari

NASKAS AKADEMIK . 4
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wilayah perairan, dengan populasi penduduk pada tabun 2015 mencapai
1.368.978 jiwa dan tingkat kepadatan 73,10 jiwa/lkm?

Dengan wilayah geografisnya yang ada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memilild potensi yang besar dalam pengembangan pertanian dan kelautan
sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat. Meski pada dasarnya
Indonesia adalah negara agraris dan maritim, namun proses industrialisasi
dianggap sangat penting untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dari
negara-negara lain. Industrialisasi dianggap sebagai bagian dari proses
modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat
hubungannya dengan inovasi teknologi. Peningkatan produktivitas pertanian
dan kelautan memang terus dilakukan, namun tidak memiliki nilai tambah
tinggi karena keterbatasan teknologl processing vang menjadi kebutuhan
pasar. Teknologi precessing guna mempertinggl nilai tambah hasil produksi
pertanian dan kelautan bisa dilakukan melalui industri pengolahan. Sebagai
daerah berbasis agraris dan maritim, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
perlu  menyiapkan fegulasi jangka panjang, menyiapkan strategi
industrialisasi yang tepat dan terarah yang berhasis pada pengolahan hasil-

hasil pertanian dan kelautan,

Pemerintah berkepentingan untuk memacu wilayah kawasan industri di
Pulau Sumatera sebagai bagian dari upaya melakukan pemerataan
pertumbuhan ekonomi, sehingga proses industriliasasi tidak hanya berpusat
di Pulau Jawa. Undang-Undang [UU] Momor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan
memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong
kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan
dalam mengarahkan perekonorian nasional untuk tumbuh lehih cepat dan

mengejar ketertinggalan dari nepara lain yang lebih dahuolu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam
pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan
pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik
dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-
2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2015.

MASHAH AKATERMK ' 5
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan
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Hal : Masukan Raperda RPIP

Kepulauan Bangka Belitung

Yth.
Kepqla Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Zrovmsi Kepulauan Bangka Belitung
|
TEMPAT

Menindak lanjuti konsultasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal
Pembahasan Raperda RPIP Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 17 Januari
2019 di Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami
sampaikan beberapa masukan yang perlu diakomodir dalam Raperda RPIP
Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal

Dipindai dengan CamScanner
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PENYAMPAIAN MASUKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PERIHAL RAPERDA
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I N o - i . 5 5 » : = o
Beberapa masukan vang perlu diakomodir dalam Draft RPIP Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

A Teknologi pengolahan mincral tanah jarang di Provinsi Kep. Bangka Belitung dinilai masih kurang.
Untuk itu, perlu koordinasi dengan Pusat, antara lain dengan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM)
vang telah melakukan penelitian,

B Pada Bab Il Gambaran Kondisi Dacrah, sumber daya industri juga perlu menjelaskan secara
Kuahtatif dan Kuantitatif hal-hal berikut:

1) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, meliputi penjelasan mengenai lembaga

diklat dan litbang di Provinsi serta pemanfaatan teknologi industri di Provinsi.

2)  Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi. scbagaimana diamanatkan dalam UU

No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian meliputi penjelasan mengenai:

a)  penvediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi:
b) pengembangan sentra Industri kreatif (meliputi industri fashion dan kerajinan):

¢) pelatihan teknologi dan desain, mcliputi konsultasi. bimbingan, advokasi dan fasilitasi
perlindungan Hak Kckayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil: dan

d) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif (meliputi industri fashion dan

kerajinan) di dalam dan luar negeri.
C. Pada Bab Il RPIP Bangka Belitung harus menyampaikan sasaran pembangunan industn di Provinsi.
meliputi:
1) Sasaran kualitatif (penjabaran sccara kualitatif sasaran yang ditentukan dalam mewujudkan tujuan
pembangunan industri Provinst).
) Sasaran kuantitatif sesuai dengan periode berlakunva RPIP Bangka Belitung vaitu 2019-2039
Bab Il poin 3.4. Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan disampaikan pada Bab IV.

Pada penvampaian jenis industri perlu discbutkan pohon industri darn masing-masing industry

unggulan Provinsi dimaksud. Sclain itu, perlu discbutkan lokasi penumbuhan industri dan Masin
N oo

masing Industri Unggulan Provinsi. Tabel 33 menggunakan format sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner
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N

No. i Industn'

Unggulan 5 Jenis Industri Wilayah
: { » - 2035.2039 Potensial
(RIPIN dan | 2019-2024 2025-2029 | 2030-2034 | 2
' KBLI 2-digit a
Kategori C: | (Disesuaikan (Disesuaikan (Disesuaikan (Disesuaikan
Industr i dengan KBLI dengan KBLI dengan KBLI den.g'll? l_(BLl
. Pengolahan) | Sdigit) S-digit) sdigit) S-digit)
= 2o}

Dalfam hal ini. industri unggulan maupun jenis industri vang disampaikan dalam RPIP Bangka Belitung

mohon disesuaikan kembali berdasarkan KBLI (bukan KLUI) maupun RIPIN.

F.  Dilihat dani strategi dalam RPIP Kep. Bangka Belitung. belum mengarah kepada pengolahan logam
tznah jarang, vang dalam hal ini mineral ikutan timah. Untuk itu, diperlukan stratcgi khusus. Dalam
fhial in1. mohon tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung.

G. Timah dan mineral kutan timah bersifat racun, untuk itu perlu disusun regulasi pengolahan antara
lain terkait permasalahan keschatan. Dalam hal ini, mohon tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka
Belitung.

-

Beberapa masukan dari Narasumber dalam Rapat Pembahasan RPIP tanggal 12 Juli 2018 di Belitung

sebagai benkut:

H. Kcpala Biro Perencanaan menyampaikan bahwa potensi sumber dava alam perlu disandingkan
denean demand, sehingga dapat diketahui potensi industri vang dapat dikembangkan. Potensi yang
bch:m discbutkan antara lain kaolin. Pengolahan kaolin dapat bemilar tinggi. Dalam hal ini mohon
tanggapan dari Provinsi Kep. Bangka Belitung.

1. Sesdijen Industni Agro menvampaikan bahwa industri pengolahan kelapa sawit berbasis di Sei
Mangkei Prov. Kep. Bangka Belitung tidak perlu sampai menvamai Sei Mangkei. Dalam hal in;j
diperiukan tanggapan dan Provinst Kep. Bangka Belitung

J. Bapak Dradjad Imanto menyampaikan bahwa dalam RPIP Bangka Belitung perlu disampaikan
proveks: ketersediaan energi dalam 20 tahun ke depan (2019-2039). karena listrik 200 MWay tidak
cukup schingga diperiukan program untuk menambah energt.

K Perwakilan Bappenas menyvampaikan bahwa dari pariwisata, Provinsi Kep. Bangka Belilung
termasuk dalam rencana 10 Bali baru™. Untuk itu, diperlukan pengembangan IKM yang mendukung

pariwisata.

Dipindai dengan CamScanner
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Sesditjen PPI menyampaikan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam 20 tahun mendatang
diharapkan menjadi Provinsi agropolitan dan bahari. Untuk itu, polensi bahari perlu dilihat baik dan

sisi intemal (Provinsi) maupun ckstemnal (keterkaitan dengan luar Provinsi).

Perwakilan Ditjen ILMATE menyampaikan bahwa Provinsi Kep. Bangka Belitung perl
can i i alat

memperhatikan potensi geografis berupa kepulauan dan perairan untuk mengembangkan industn ald

transportasi laut. Dalam hal ini dapat dikembangkan industri galangan kapal.
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Jakarta, 25 November 2019

Nomqr ¢ 946 /SJ-IND/XI/2019
Lampiran X
Perihal : Rekomendasi terhadap konsep

Raperda RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039

Kepada Yth.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
di

TEMPAT

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
pada Pasal 10 dan 11, bahwa setiap Gubemur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana
Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota (RPIK) dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan salah satu sub urusan konkuren adalah Daerah
menyusun perencanaan pembangunan industri di Daerah. RPIP/RPIK tersebut ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun RAPERDA RPIP Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019-2039, yang mana RAPERDA tersebut :

1. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian;

2. Telah memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan
Industri Nasional; RPJPD, RPJMD, potensi sumber daya industri daerah, rencana tata
ruang, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya
dukung lingkungan; dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan
untuk industri;

3. Sjstematika penyusunan RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
2039 tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-
IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Proyinsj
dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

4. RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 tersebut telah dibahas
oleh Kementerian Perindustrian bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

o

4

Dipindai dengan CamScanner
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Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Berdasarkan pentimbangan tersebut di atas, kami merekomendasikan konsep
RAPERDA RPIP Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039 tersebut telah memenuhi
Persyeratan baik secara substansi maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yang berfaku dan dapat di proses lebih lanjut menjadi PERDA.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan);

2. Gubemur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Direktur Jenderal Industri Agro;

4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;

5. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
6. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka;

7. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

10

. Pertinqgal.

Dipindai dengan CamScanner
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Jalan Medan, Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038,

Fax. (021) 3440082/www_kemendaqri,qo_id, E-mail FTK : registerperda, ftk@gmail.com

Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

Tembusan:

Jakarta, 31 Desember 2019

- 188.341/194/NR/BuK . Kepada,

Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi-Kep. Bangka Belitung

Pemberian Noreg Ranperda di-

Provinsi Kepulauan Bangka PANGKALPINANG
Belitung.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 180/1980/1l tanggal 30
Desember 2019 perihal Permohonan Nomor Register Raperda, bersama ini
kami sampaikan bahwa Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tentang Rencana Pembangunan Industri -Provinsi Kepulauan Bangk?
Belitung Tahun 2019-2039, telah sesuai dengan hasil Evaluasi
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.32-5817 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019. .

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register
sebagai berikut

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINS! KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039:
(14-431/2019).

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir
bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimang
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.,

M
34tama Muda (IVic)
818 199603 1 g4

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri; '
2. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri:
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagr;.

4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di pangka'pi'ni?]g

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

"~ TREPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Me-de<a Utara Momor 7 Jakarta 10110, Teiepen (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082 w.vw kemendagri.go.id, E-mail FTK : regsterperda.flx@gniail.com

Jakarta, 6 Januari 2020

Nomor  :1u8.341/:¢1/NR/BEK Kepada. |
Sifat : Yth. Kepaia Biro Hukum |
Lampiran Setda Provinsi Kepulauan Bangka |
Belitung £ ‘
Perihal . Pemberian Noreg Ranperda di-
Provinsi <epulauan Bangka PANSKALPINANG
Belitung.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 183/1930/lll tanggal 30
Desember 2019 perihal Permohonan Nomor Register Raperda, bersama ini
kami sarpaikan bawwa Ranperda Provinsi <epulaizn Bangka Belitung
tentanc Rencana Pembangunan Industri Srovinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2319-2039, telah sesuai dengan hasl Evaluasi
sebagaimana terluang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.32-5217 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberkan Nomor Register
sebagai berikut :

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2029:
(14-431/2019).

Nemor Register diatas agar dicantumkan paca halamar terakhir
bagian tawah Ranperda dimaksud, sebagaimara tercanium dalam
Lampiran Il angka ~ huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2215 tentang Pembentukan Produx hukum Daerah sebagaimana
telah di unpan dengan Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 ten:ang Perubahan Atas Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2C15 tentang Pembentukan Produk -lukum Daerah.

Demi<ian untuk menjadi maklum.

=

)
5/

35650818 199603 1 (1

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;

2. Yth. Sdr. Sekretaris Diten 8ina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produx <ukum Daerah Ditjen Otonomi Daereh Kemendagy;-

4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 3elitung di Pangka|pi'nian';

e

e

Dipindai déngan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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"TREPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

. Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
— Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda. ftk@agmail.com .

Jakarta, 10 Januari 2020 .

Nomor  : 188.341/65/Biro Hukum  Kepada,
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
- Lampiran . Setda Provinsi Kep. Bangka Belitund
Perihal : Koreksi Surat Pemberian di- |
Noreg Ranperda Provinsi PANGKALPINANG

Kepulauan Bangka Belitung.

Sehubungan dengan Surat kami terkait Pemberian Nomor Register
Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana
Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2019-2039, bersama ini kami sampaikan bahwa 2 (dua) surat sebelumnya.
yang sudah kami kirimkan Nomor 188.341/191/NR/BHK tanggal 6 Januari
2019 dan Nomor 188.341/01/NR/BHK tanggal 9 Januari 2019 perihal
Pemberian Noreg Ranperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat
koreksi sebagaimana terlampir. :

Berkenan dengan hal tersebut di atas terlampir kami kirimkan
perbaikan surat pemberian Nomor Register dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Birq Hukum,/

" "' R._Gani Muhamad. SH. MAP

'~ 'Pembina Utama Muda (IV/c) . .
NIP. 19690818 199603 1 001

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

GURERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR \Y{ TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TR i T e e e

AUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang @ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
perlu menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Rencana

! Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

\, Tahun 2019-2039;

f . ; 3
< Mengingut 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1060 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahdi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan  Provinsi  Kepulauvan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

e e

b

e e e e e

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

B

5 Undang-Undang  Nomor 4  Tahun 2014 tentangi.
Perindustrian (Lembararn Negara Republik Indonesia Tahun
5014 WNomor 4, Tambahan Lemmbaran Negara Republik !
(ndonesia Nomor 34921 ' : :

+  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang:
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran  Negara Republik,
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran|
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kall rerakhir dengan "Undang-Undang!
Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ! Kedua Atasi

" Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Caersh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahup 2013WNomor 58, Tambahan Lembaran .
Negara Republik Indornesia Nomor 56781, :

& Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang |

pencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun'
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahur |
2015, Nomor 6. Tarhibahan Lembaran Negara Republiki
indonesia Nomor 5671 _ ;

9 Peraturan Pemerimah Nomor 142 Tahun 2013 n;-,ntangE
Kawasan [ndustrl (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negard |
Republik Indonesia Nomor 5806);, ; i

10. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 20, Tahun 2[115!
tentang Permbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik ‘ndonesia Tahun 2010 Nemor 2036 |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2013 tenlang Perubahan atag |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80; Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 1

Negara Republik Indonesia Tahun 2G19 Nomor 157);

1 1. Peraturan Menter: Perindustrian . Nomor 110/ M- ' |

IND/PER/; 1220153 ientang Pedoman Penyusuhan Rencana *+ '~
Pembangunan lndustr provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten /Kota; ' '

12. Peraturan Mernter Dalam Negenn Nomor 113 Tahun 2018 °
tentang Evaluasl Rancangan ceraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan \ndusiri Provinsi dan Rencana .
Pembangunar [pdusti  Kabupalen/Kota (Berita Negara
Republik fndonesia Tahan 2015 Nomor 153);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
Nomor 7 Tahun' 2008 tentang Rencane Pembangunan . |
Jangka Panjung Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran |
Daerah Provinsi Kepulanan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan '
Bangka Belitung Nomor &), : ;

14, Pergturan Daerah.pr,;wjnéi Kepulauan Bangka Belitung lb _ 3

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi |
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran N
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepu]aua'h :
Bangka Belitung Numor 3 _ ' 1 |. '

B
l’.




Dergan Perserijuall Bersama

DEWAN PERWAKILAN RARYAT DAERAN
PROVINS] KEPULAUAN BANGhA RELITUNG

dan

GURERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menciapkan  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
- - [(NDUSTR] PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN

2019-2039.

"SAB ]
KETENTUAN UnMuM

Pasal 1 - : | !

Detarn Peraturan Daerah i yang dimaksud dengan:
Provingt adaiah Provins: hEpLUtALAT Bangka Belitung.
5 Pemerintah Dacrah udslah kepald daerah sebagai unsur
penyelenggara - pemernntahan DDaerah  yang mernimpin
. pelaksanaan  urasan pemerintahan  Yang menjadi
kewenangan dasrah otonom.
Gubernur adalah Gubernur Kepulavan Bangka Belitung.
i i
perangkat Daerah adalan unsur permbantu Gubernur dan °
Dewan  Perwakilan  Rakyatl Duerah Provinsi dalam
penyeienggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi’ |
kewenangan daerah Provinsi. . '
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang'
mengotah bahan baxu dan/fatau memanfaatkan sumber’
daya . industr sehingga menghasilkan  barang yang: |
mempunyal  nilal tambah  ataw ‘manfaat lebih tinggl,|
termasuk jasa indusion ' ;

(ol

.

g, Industri Ungguian adalah suatu barang atau jasa 'yangls
dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyal nilai i
ckonomis dan dava saing tinggl serta menyerap tenaga kerja :
dalam jumlail besar, ¥yang diproduksi “berdasarkan;
‘pertimbangan kelavakan teknis {bahan” baku dan pasar),’
talenta musvarakat dan kelembagaan penguasadn teknologi,.
kemarmpuan sumber daya manusia, | t:’h.lk.l_mgg;‘u'l|l |
imfrastrukeur, dan kendisi sosial budaya setempat] yang’ |_
berkembang dilokasi grtentu. o b
S

7  Rencana Induk Pernbangunan Industri Nasional, yang
selarjutnya  disingkat RIPIN adalah pedoman bagi
Pemerintai dan pelaku Industrl dalam perencanaan dani

pernbangunan Inausirg,

8. Kebjakan Industri Nasional, yang selanjutnyva :disingkat KIN

~ adslah arah dan tindakan untk melaksanakan Rencana;

Incduk Pembangunan Industri Nasional. : -
s




- i
% ! S |
E. g, Rencana Permhangllnan industri Provinst yang selanjutnya ! | |
g disingkat RFiP acalah  dokumen perencanaarl dan | . | |
g permnbangunan fridustri Provinsl kepulauan Bangka Behtung o
”‘ untuk 20 {dua pulun) ahurt terhitung sejak tahun 2019 ;- | |
E sanpal dengan pahur 2039 : ' o
E 10. Rencana Fembangqnan' Industr Kabupaten/Kota Yyang < - | |
& selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan ' '
g:; Vang menjadi acuan dalam pembanguanai industri. di .
t':-* kapupatern/kota. o '
11. Program Pembangunan industri Provinsi adalah instrumen
kebijakan berisi keglatan yang persifar lintas sektoral dan
diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi atau
katmipaten/kota. '

Pasal 2 | _ R
: P I

Maksud dibenmuknya Peraruran Dacrah ini’ : | ;

. ; _ ,

a. pedoman - bagi ‘Pemerintah  Daerah provinsi dalam! ! |
perencanaan dan permbangunan industri; ' '

kabupaten /kota di Provinsi' B

cop

b, pedoman bagl pemarintah
- dalam menyusun RPIK; dan
¢, pedoman bagh pelaka [ndustri dan masyafrakat dalami

rmembangui ldusts Provinst.
Pasal 2 -

| N

peraturan Dagrah il berrujuan sebagai: o Lo

a. pedoman hag! pemetintaly Daerah Provinsi dan pelakui !

industri dalam pembangunai Industri di Provinsy; . -

h. pedoman dalam melakukan evaluasi rancangan peratura,n; |

daerah kabupaten/kota tentang RPIK; dan P

¢ acuan Perangsat Daerah dalarn. merumuskan kﬂbijae:.ks;l.ni E

sektoral yang (erkait , dengan bidang perindustrian yang’ :
dituangkan dalain doRKUMET repcana strategis di bidang

rugasnya sedagal Dbaglan dari Rencana F’embangunari :

_Jangka Menenpgah Dagrall. { X

. ]
Pasal 4 P l i
| i
Ruang lingkup pengamran dalam Peraturan Daerah ini
meliputi: ' R i :
5. Industri Unggulan Provinsi; " L

: : :
L. Jangka Waktu dan Pelaksanaan; ' E .

¢. Pempbinaar, Pengawnsan dan Pelaporan, dan -

" d. Pendanaan. C : : . i




BAB U
INDLGTRI UNGGULAN PROVINS

. baszal &

(1. Industr ungeulan Provinst dikembangkan  dengan !
pendekatan kewilavahan yang mendasarkan pada potensl’

surmber dava di Provinsi Inﬁii_;_m.ti: AR I ;
a. indusiil pengu}.ahén perikanan; .- LT
b.. industrl pengola'n:in lada; ' : b : '
o, industri pﬁngnlah:in wawit; dan - |

d. industri pengolehan timah dan mineral ikutan timah ;
jhilirisast runah) i

(21 Selain Industri Unggulén Provinsl sebagaimana dimaksudi .

pada ayat (1), di Provins: dapat dikembangkan Industri lain:
vang potensial dan merupalkan unggulan kabupaten fkota dil |
Provinsl, _ P - i

! :
. . Pl
Pasal & . : |

e
—

. |
pemerintah kabupaten;kota di provinsi dalam menyusun; - |
RPIK X ‘ I

mengacu pada RPLWE. : :
12 Pengembangan industri  kabupaten/kota ‘sebagaimana|
~dirnaksud dalam Pasal 5 ayat {2} dijabarkan dalam RPLIK.
|
| BAL 11 . 5
| JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN o

Pasal 7

b

—
i

RPIP ditelapkan untuk jangka wakiu 20 [dua puluh) tahunf,
yairu 2019-2039. : -
(2] RPIP sebagaimana dimaisud pada ayal (1) tercantum dalam | I |
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan o |
dari Peraturan Dagran inl ' :

(3] Sistematika RPIF s;bﬁgaimana dimaksud pada ayat (1) K
terdiri atas o ' ' o
4 DBABI . PENDAHULUAN, B

L BABUG : GAMBARAN KONDIS! DAERAH TERKAT
PEMBANGUNAN INDUSTRY; -

o RABT - VIS] DAN MISt PEMBANGUNAN DAERAH
SERTA.  TUJUAN . DAN SASARA!
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH,

4. BABIV : STRATEG! DAN PROGRAM PEMBANGUNAI
| INDUSTRI DAERAH; DAN ;

e, BABY © PENUTUP. D :

4y RPIP sebagaimana démz‘xksud pada ayat {1} dapat l:iitinja‘gu
kembali setiap 3 {lime=) tahun, ' '




(1]

-
T
—

(2]

T

Pasal 8 E

bl

RPIP sejalun dengan Rencafia Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunat Jangka Menengah Daerah
sertsn merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
dun pelaku induste dalzam perencanaan dan pembangunan
imdustri di Provinsl o ' :

Pasal 9

H

. . . . ) N I 1
Pernerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan program pembangunarn Industri di Previnsi. i

Dalam melaksanakziﬁ program pembangunarn Industr_i
sebagalnana dimaksud pada ayat {1} Pemerintah Dacra}}

Provinsi dapat bekerja sama dengan pemanghku kcpentingan.i

Penyelenggaraan keria sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mengacu pada peraturarl perundangan-undangaﬁ

vang mengatur tentang kerjasama daerah. ii
Pazal 10 . F
Pengembangan ‘ndu stri Unggulan Provinsi harus memberi
manfaat bag kesejahteraan masyarakat seternpat.. -

L i
pPemerintal:  Daerah Provinsi mengulamakan peran serta
masyarakat selernnl Aulam pembangurnan Industri. i
pemerintah Dacrah Provinsd mendorong kemitraan usaha
mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan
Provinst skala besar, '

' BAB IV
PEMBINAAN, F"E?{_{'}HWA'SHN DAN PELAPORAN .

Pasal 11

Gubernur melakukan pembindadl, pENEawasar, MOoRnItoring
dan evaluasi crnadsp  pelaksanaan Peraturan Daerah
renitang REPLK. :

Pembinaan, PenEaASEn, ‘monitoring  4an evaluasi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat  Dacrah = vang menyelenggarakan urusan
semerintahan d: Sidang Industri. . 5

Pasal 12

Cubernur  Menyampaikan l.aporan rerhadap pelaksanaanf
RPIP kepada Menien PDaiam Negeri yang tembusanriya

disampaikan kepada Menterl yang MenNangani urusan

bidang perindusirian secara berkala setiap tahun.

semerintah kahupaten/kota di Provins membuat lapﬁl‘at!l
kepada Gubernur 1 tsatn) kali dalam setahiun &tas
pelaksanaan  RPIK - vang merupakan . bagian  tidak
rerpisahkan  dan  laporan penvelenggaraan Pemerintah
Daerah kabupaten/ keta sesual dengan ketentuan peratura
perundang-undangan. T




oI =

(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2) paling sedikit memuat pertumbuhan scktor
Industri, kontribusi Industri nonmigas terhadap Produk
Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk Industri,
jumlah tenaga kerja di sektor Industri, nilai investasi scktor
Industri dan pelaksanaan program pembangunan dan
pengembangan industri yang meliputi sumber daya
Industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan
Industri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan,
pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP diatur
dalam Peraturan Gubernur,

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan

b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpiqang
pada tanggal 3 Uesewiber

GUBERNUR
KEPULAUAN BANG LITUNG

Diundangkan di Pangkalf)inang‘
pada tanggal ! Degembec 209

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NOMOR {0 SERI T

)

HOMOSR - 43\ /" 2009 |

NOREG PEﬁTURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

. 5. PENUTUP

Rencana Pembangunan Industrt Provinsi {RP1P] KepulaLan Bangxa Belitung Tahun 2019-2039 i
merupakan penjabaran lebih detail dati RPIMD Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung Tahun 2017-
20232 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP ini mengacy pada RIFIN 2015-2035
dan RPIP Kepulauan Bangka Beftung ini manjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalami penyusunan
Rencana Pengembangan Industrd Kabupaten/Kota (RPIK} dan Rencana Strategik OPD Bidang
Industri pada masing-masing Kabupaten;Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selaln
sebagal dasar penyJusundan dan evalyasi Rencana Fembangunan Industri Kabupaten/sota di Provinsl
Kepulauan Bangka Belitung, RPIP ini juga diharapkan mer;adi pedoman bagi DPRL dalam
mataksanakan fungst pengawasan ajar penyelenggaraan pererintahan dan pembancunan sekior
industri sejalan dengan aspirasi maszyarakat. :

GUBEREL §
HEPULAUAN BANGKX BELITUNG, :

oy

74




IKK Output

1.3.g.3,3.8.4 Persentase jumlah izin usaha industri (IUl) besar yang diterbitkan

Jumlah realisasi izin yang diterbitkan
Jumlah permohonan atau pengajuan
izin yang masuk

x 100%

----- x 100% = 100%



p— PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

iy
{ Q DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

J1. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp:0717- 439093 Web:http:/ / perindag.babelprov.go.id Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

Verifikasi Teknis Perusahaan Industri
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2022
Tanggal Nama Perusahaan KBLI Produksi Utama| Nilai Investasi I;:g :le::f Aklslilgialsl'\Tas
Aktivitas penyewaan dan sewa
14/02/2002 |  FT-Stanindo Inti 77391 |guna usaha tanpa hak opsi mesin Smelter 3.420 MT/tahun Memiliki
Perkasa dan peralatan industri
pengolahan
7/3/2022 PT. ArthaCipta | )y |Industri Pembuatan Logam Dasar| g ior | Rp  21.785.623.792 | 22.800 MT/ tahun Memiliki
Langgeng Bukan Besi
9/3/2022 | FT-SariwigunaBina |, |Industri Pembuatan Logam Dasar| g jyo Rp 59.008.194.874 | 20.000 MT/tahun Memiliki
Sentosa Bukan Besi
PT. Dok Dan Kapal dan
4/10/2022 Perkapalan Air 30111 (Industri Kapal dan Perahu P Rp 18.800.000.000 | 10 Unit/Tahun Memiliki
K perahu
antung
PT. Dok Dan Industri Pembuatan Kapal dan Kapal dan
4/10/2022 Perkapalan Air 30120 (Perahu Untuk Tujuan Wisata atau P Rp 18.800.000.000 | 20 Unit/ Tahun Memiliki
K : perahu
antung Rekreasi dan Olahraga
Pan gkalpinang,}oDesember 2022

1 , M. SI
Utama Madya
111990091001




IKK Output

2.3.g.3,3.8.4 Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang
diterbitkan
Jumlah realisasi izin yang diterbitkan

Jumlah permohonan atau pengajuan
izin yang masuk

x 100%

----- x 100% = 0%



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp:0717- 439093 Web:http:/ / perindag.babelprov.go.id Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangnan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.

NIP : 19740518 200003 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan bahwa IKK Output persentase jumlahi izin perluasan industri (IPUI) bagi
industri besar yang diterbitkan, memang benar jumlah realisasi izin yang diterbitkan bernilai
0 (nol) dan jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk bernilai 0 (nol). Adapun

alasannya adalah tidak adanya pengajuan perluasan industri.

Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan

Pembina {tama Madya Pembina TK.
NIP. 19681111 199009 1 001 NIP. 19740518 200003 1 003 .

e


http://perindag.babelprov.go.id/
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IKK Output

3.3.8.3,3.8.4 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin
perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi
Jumlah realisasi izin yang diterbitkan

Jumlah permohonan atau pengajuan
izin yang masuk

x 100%

----- x 100% = 0%



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp:0717- 439093 Web:http:/ / perindag.babelprov.go.id Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangnan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.

NIP : 19740518 200003 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan bahwa IKK Output persentase jumlah penetapan izin usaha Kawasan
industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 provinsi, memang benar jumlah realisasi izin yang diterbitkan bernilai 0 (nol) dan
jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk bernilai 0 (nol). Adapun alasannya

adalah tidak adanya pengajuan usaha Kawasan industri dan perluasan Kawasan industri.

Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan

n1l';-_‘YA
. H/fhfinin, M.Si
-

bina fama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001 NIP. 19740518 200003 1 003 g

R



http://perindag.babelprov.go.id/
mailto:perindag@babelprov.go.id

IKK Output

1.3.g.6 Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas
kabupaten/kota yang masuk dalam SlINas terhadap total populasi perusahaan industri
besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota

Jumlah data perusahaan industri besar
dan perusahaan kawasan industri
lintas Kabupaten Kota di SIINas 0
Total populasi perusahaan industri x 100%
besar dan perusahaan kawasan
industri lintas Kabupaten Kota

----- x 100% = 0%



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148
Telp:0717- 439093 Web:http:/ / perindag.babelprov.go.id Fax : 0717 - 439093 Email : perindag@babelprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangnan dibawah ini :

Nama : Supianto, S.T, M.Si.

NIP : 19740518 200003 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Menyatakan bahwa IKK Output persentase data perusahaan industri besar dan
perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk SIINas terhadap total
populasi perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota,
memang benar jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri
lintas kabupaten/kota di SIINas bernilai O (nol) dan total populasi perusahaan industri besar
dan perusahaan Kawasan industri lintas kabupaten/kota bernilai 0 (nol). Adapun alasannya
adalah tidak adanya perusahaan industri besar dan perusahaan Kawasan industri lintas

kabupaten/kota.

Demikian dibuat surat pernyataan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, 30 Desember 2022

Yang Menyatakan

NIP. 19740518 200003 1 003 g
A
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